
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Pekerja Freelance Perbaiki Pengujian UU Tapera ke MK  

Jakarta, 6 Agustus 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua perbaikan Permohonan 

Pengujian materiil Pasal 1 ayat (3), Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 

Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (06/08) pukul 14.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor 

perkara 76/PUU-XXII/2024 ini diajukan seorang Pekerja Freelance bernama Bansawan. 

Sebagai pekerja freelance, Pemohon merasa beban hidupnya akan semakin berat jika diwajibkan membayar 

Tapera. Menurut pemohon, negara seharusnya memfasilitasi kesejahteraan warga negara yang belum memiliki 

rumah, sementara menabung seharusnya dilakukan secara sukarela. Sebagai individu muda dengan cita-cita 

luhur, pemohon ingin berkontribusi pada kemajuan bangsa namun khawatir hak konstitusionalnya akan dilanggar. 

Meskipun UU Tapera belum berlaku, dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2024 tentang Tapera baru akan 

diterapkan pada tahun 2027, pemohon mengajukan gugatan dengan alasan adanya potensi kerugian konstitusi 

yang mungkin timbul pada saat peraturan tersebut diberlakukan.  

Pemohon mengaku bahwa ia selalu mematuhi hukum selama norma yang diterapkan sesuai dengan asas negara 

hukum serta prinsip kepastian dan keadilan hukum. Namun, jika penerapan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) 

UU Tapera pada tahun 2027 tidak sesuai dengan asas negara hukum dan tidak memberikan pengakuan, jaminan, 

perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, maka hak-hak konstitusional pemohon akan dirugikan. 

Menurutnya, sistem hukum Indonesia mengakui perlindungan ini bagi semua warga negara tanpa kecuali. 

Pemerintah dan pembuat undang-undang memiliki wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan hukum 

sesuai asas kemanfaatan, keamanan, keseimbangan, keadilan, akuntabilitas, dan keberdayagunaan, demi 

kesejahteraan dan ketentraman warga negara. Undang-Undang, termasuk UU Tapera, seharusnya dirancang 

untuk melindungi dan memberikan kebahagiaan kepada seluruh rakyat, termasuk Pemohon. Namun, pemohon 

merasa haknya untuk bekerja dan beraktivitas sehari-hari terganggu, yang berpotensi merugikan hak asasi 

manusia dan menyebabkan kerugian serupa bagi warga negara lainnya. Oleh karena itu, pemohon merasa perlu 

menguji undang-undang ini karena dianggap mencederai konstitusi. 

Dengan petitumnya, Pemohon memohon agar MK menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat secara konstitusional. Pasal-pasal tersebut harus dimaknai sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3) harus 

diartikan bahwa "Peserta Tapera adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa 

yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan dan telah membayar simpanan, dengan keinginan sendiri secara 

sukarela." 

Pada sidang Pendahuluan (23/07) lalu, MK memberikan catatan kepada Pemohon untuk penyempurnaan 

permohonan. Salah satu catatan adalah mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara yang 

diujikan dan kedudukan hukum Pemohon terkait hak-hak konstitusionalnya yang diduga terlanggar oleh undang-

undang tersebut. MK menanyakan apakah pekerja freelance dianggap sama dengan pekerja mandiri, karena 

undang-undang saat ini hanya menjelaskan tentang pekerja mandiri, sementara pekerja freelance belum diatur 

secara jelas dan bagaimana dampaknya terhadap keberlakuan undang-undang tersebut. Selain itu, MK juga 

menyarankan Pemohon untuk memeriksa putusan MK yang relevan, karena jika norma yang diklaim merugikan 

belum berlaku, maka klaim kerugian dianggap prematur. MK mencatat bahwa kerugian konstitusional harus 

bersifat konkret dan aktual, bukan sekadar potensial. Oleh karena itu, Pemohon diharapkan untuk memperhatikan 

dan mendiskusikan hal ini lebih lanjut. (FF) 

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita 

resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK) 

http://www.mkri.id/

